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A B S T R A C T  

The objective of this study is to analyze and determine the 

murābahah financing system carried out at Bank Syariah Indonesia  

of Banda Aceh in accordance with Islamic accounting reviews. This is 

a descriptive research with primary and secondary data directly 

obtained from research site, and variety of literatures respectively. 

The results of the study which was carried out at Bank Syariah 

Indonesia, indicate that accounting for murābahah transactions has 

not been fully utilized in accordance with (PSAK) (Statement of 

Financial Accounting Standards) PSAK Number: 102. Similarly, some 

transactions cannot also be recorded because the bank expects the 

customer to purchase goods by providing a certain amount of funds. 

The recognition of the murābahah profit still uses the annuity method 

and the inventory of its assets has never been presented in the 

statement of financial position due to its unavailability by the bank. 

Islamic Accounting, 

Murābahah 

Financing, PSAK 

Number 102, 

Bank Syariah 

Indonesia 

    
PENDAHULUAN  

Salah satu akad pembiayaan yang ada di perbankan syariah berlandaskan nilai syariah 

muamalah adalah akad murābahah. Murābahah merupakan transaksi   jual beli barang (aset) dengan 

mengungkapkan harga pokok (asal) kepada nasabah atau  pembeli, ditambah keuntungan 

(margin)yang disepakati oleh kedua belah pihak. Murābahah adalah salah satu transaksi jual beli 

yang bernilai tijarah, yakni suatu akad dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan 

syarat, rukun dan ketentuan yang telah ditetapkan (Nurhayati & Wasilah, 2023). Sebagai salah satu 

kegiatan ekonomi, pelaku murābahah wajib mentaati perlakuan akuntansi murābahah. Di Indonesia, 

perlakuan akuntansi murābahah tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 

No. 102 (ED. 2019). Keberadaan akuntansi merupakan nilai tambah karena pihak-pihak yang 

berkepentingan dapat mengetahui informasi, kondisi dan kinerja ekonomi sebuah perusahaan dari 

laporan  keuangan, seperti pendapatan margin murābahah pihak perbankan melaporkannya pada 

laporan laba rugi dan margin murābahah yang ditangguhkan dilaporkan pada neraca ( Nurhayati & 

Wasilah, 2023)
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Dalam dunia perbankan, akad murābahah merupakan akad yang paling populer dan digemari 

oleh masyarakat Indonesia. Statistik perbankan syariah Indonesia menunjukkan bahwa nilai transaksi 

atau akad murābahah berada pada rangking teratas yakni sebesar 10.622.685 Million rupiah, akad 

musyarakah sebesar 5.026.216 juta rupiah dan   akad mudharabah sebesar 254.672 juta rupiah 

(Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2024).   

Seiring tumbuhnya produk keuangan perbankan syariah berdasarkan akad murābahah, 

Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS)-Ikatan akuntan Indonesia menghimbau bagi setiap 

perusahaan (entitas) yang melakukan transaksi tersebut harus merujuk dan mematuhi PSAK No. 102. 

Namun, harapan tersebut belum dapat terwujud sepenuhnya. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya 

lembaga keuangan  syariah yang menyalahi aturan dan ketentuan tersebut. Beberapa penelitian 

terdahulu mengungkapkan bahwa pada akad murābahah penjual masih salah dalam menerapkan PSAK 

No. 102. Semestinya produk perbankan syariah dengan metode  PLS (profit and loss sharing) atau 

revenue esharing lebih unggul dibandingkan dengan yang lainnya, karena secara logika pembiayaan 

dengan metode tersebut dapat tersalur ke sektor riil, sehingga mempercepat pertumbuhan, 

peningkatan kesejahteraan dan dapat membantu memberdayakan ekonomi umat (Amiruddin, 2023).  

Kendati demikian, praktik pembiayaan murābahah yang telah diterapkan pada perbankan syariah 

semestinya memenuhi ketentuan syariah dan PSAK yang belaku di Indonesia. Namun harapan agar 

terlaksananya akuntansi pembiayaan murābahah secara ideal belum dapat terwujud sepenuhnya.  

Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa pada akad murābahah, penjual masih 

salah dalam menerapkan PSAK No. 102. Muchsoni dan Mursyid (2024) meneliti tentang Pembiayaan 

Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. Hasil riset ini menunjukkan bahwa masih terjadi 

penyimpangan-penyimpangan dalam praktik murabahah pada perbankan syariah, antara lain terkait 

pelanggaran syarat milkiyah, pelanggaran syarat ra’sul mal ma’lum, dan penempatan akad yang tidak 

tepat. Lestari (2022) juga mengkaji tentang Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 

102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank BSI Cabang Magelang. Hasil penelitian ini 

mengindikasikan bahwa telah menerapkan anggaran PSAK Syariah No.102 mengenai pembiayaan 

murabahah. Namun belum sepenuhnya sinkron lantaran dalam PSAK No. 102 pembiayaan murabahah 

dapat dilakukan menggunakan pesanan juga tanpa pesanan sedangkan perbankan syariah tersebut 

hanya menyediakan pembiayaan murabahah menggunakan pesanan saja.  

Beberapa penelitian lainnya menyebutkan bahwa, Akbar dan Wulandari (2023) melakukan 

kajian terhadap penerapan PSAK No. 102 pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah 

Indonnesia. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 

pada pembiayaan murabahah di PT Bank Syariah Indonesia sudah sesuai dengan PSAK 102 pada saat 

pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan.  Penelitain lain juga menyebutkan bahwa 

penjual masih salah dalam menerapkan PSAK No. 102 tentang akad murābahah. (Purnama & Putra, 

2021) membandingkan antara teori dan praktik, menyimpulkan bahwa (i) PT. Bank Syariah Mandiri 

tidak melakukan transaksi murābahah jual beli, melainkan pembiayaan murābahah (ii) Pengakuan 

keuntungan atas transaksi murābahah menggunakan Metode Anuitas yang tidak mengacu kepada 

PSAK 102 dan AAOIFI FAS Nomor 2 (iii) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai menggunakan konsep 

Time Value of Money. Islami (2022) menyebutkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah 

pada BMT Agromadani Syariah sebagian belum sesuai dengan PSAK nomor 102.  Penelitian (Khairani, 

2019; Ritonga, 2021) menyebutkan bahwa penerapan fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 pada 

pembiayaaan konsumtif pada Perbankan Syariah terkait akad murabahah belum sepenuhnya dapat 

terlaksana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam fatwa dan memberikan sanksi bagi nasabah 

yang lalai dalam membayar angsurannya (Nata, 2023).  

 Maruta (2013) menyebutkan bahwa   bahwa perlakuan akuntansi murabahah terdapat 

persamaan dan perbedaan di berbagai negara antara standar yang lama dengan yang baru yang 

disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Di samping itu, temuan Azkanar (2016) 

menyatakan bahwa  implementasi akad murābahah pada perbankan syariah di beberapa negara 

tampak  serupa kecuali untuk peraturan perpajakan, hal ini disebabakan oleh perbedaan rugalasi di 

setiap NegaraIdealnya dalam melakukan transaksi pembiayaan murābahah, pihak perbankan memiliki 
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aset (objek/barang) dan kemudian  melakukan akad jual beli dengan nasabah. Akan tetapi pihak 

nasabah hanya menerima dalam bentuk “kwitansi tanda terima” ketika pihak bank mewakilkan 

pembelian aset kepada nasabah. Persedian aset murābahah seperti yang disebutkan dalam PSAK 102 

(ED. 2019) tidak pernah disajikan oleh pihak Bank, karena persediaan aset tersebut tidak pernah ada, 

namun pihak Bank mewakilkan pembelian aset tersebut atas nama bank melalui nasabah dari supplier. 

 Dalam operasionalnya persediaan tersebut selalu memiliki saldo nol sehingga tidak diakui 

dalam pencatatan laporan keuangan. Pada  dasarnya semua pencatatan sudah tersedia secara sistem, 

namun tidak dapat dicatat  secara keseluruhan karena pembelian aset menggunakan akad wakalah, 

dimana pembelian aset diwakilkan kepada nasabah disertai dengan pemberian surat kuasa oleh pihak 

bank kepada nasabah. Beberapa transaksi seperti perolehan aset murābahah tidak dapat diakui sebagai 

persediaan. Kemudian  transaksi lainnya juga tidak dapat di catat seperti pencatatan terhadap uang 

muka yang diberikan nasabah,  diskon pada saat pembelian aset murābahah dan pengakuan aset 

murābahah rusak sebelum diserahkan kepada nasabah karena pada dasarnya persediaan aset tidak 

pernah ada (Personal Interview, 2024).  

Dalam hal lain, pelaksanaan transaksi murābahah masih tidak jauh berbeda dengan praktik 

kredit pada bank konvensional yang memberikan pinjaman berupa kas kepada nasabah sesuai dengan 

harga barang. Pada saat jatuh tempo nasabah wajib membayar uang pinjaman (pokok plus margin) 

tersebut kepada pihak bank sebagaimana yang telah disepakati pada awal kontrak atau perjanjian 

(Personal Interview, 2024). Berangkat dari realitas penyaluran dana masih banyak praktik  

pembiayaan akuntansi murābahah yang belum sesuai dengan aturan hukum Islam dan PSAK No. 102, 

sehingga untuk meningkatkan performa profesionalitas perlu adanya perubahan dan upaya yang 

dilakukan agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang membantu dalam pengambilan 

keputusan dan kebijakan strategis perbankan syariah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, 

penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut terhadap akuntansi pembiayaan murābahah pada Bank 

Syariah Indonesia  Cabang Banda Aceh yang menggunakan prinsip perolehan keuntungan atau margin 

dalam menyajikan pembiayaan murābahah kepada para nasabah. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pembiayaan Murābahah 

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa: “Pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil”. 

PSAK 102 (ED. 2019) menyebutkan bahwa murābahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual 

sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan 

biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Nurhayati & Wasilah (2023) mengartikan 

murābahah sebagai jual beli barang dengan harga pokok (asal) dan keuntungan yang diketahui kedua 

belah pihak. Menurut Lathifah et al., (2022) murābahah adalah jual beli barang dengan mengambil 

keuntungan tertentu. Murābahah juga berarti akad pembiayaan dengan menggunakan metode 

transaksi jual beli tangguhan dan cicilan. Murābahah merupakan suatu akad jual beli yang sesuai 

dengan prinsip syariah dan kaidah hukum yang berlaku dalam ekonomi Islam (Suhendi, 2019). 

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan sebelumnya dapat dipahami bahwa, murābahah 

merupakan suatu akad yang berlaku antara kedua belah pihak, dimana satu pihak bertindak sebagai 

penjual, dengan menjual barangnya kepada pembeli, menyatakan harga pokok plus keuntungan yang 

disepakati. Transaksi murābahah yang terjadi dalam industri perdagangan harus memenuhi syarat dan 

rukun yang telah ditentukan ( Nurhayati & Wasilah, 2023), yaitu: (i) adanya pelaku akad, baik penjual 

maupun pembeli disyaratkan cakap hukum, (ii) adanya objek yang diperjual belikan dan bukan barang 

ribawi, (iii) adanya harga yang muncul akibat jual beli, dijelaskan secara jelas jumlah dan satuan mata 

uangnya dan (iv) adanya serah terima barang (ijab qabul) antara penjual dan pembeli. 

 Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam transaksi murābahah yaitu: (1) pihak 
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yang berakad yakni cakap hukum dan sukarela, tidak dalam keadaan dipaksa (dibawah tekanan), (2) 

objek yang diperjual belikan: tidak termasuk yang diharamkan, bermanfaat, penyerahan dari penjual ke 

pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, dan sesuai spesifikasinya 

antara yang diserahkan penjual yang diterima pembeli, (3) akad: harus jelas dan disebutkan secara 

spesifik dengan siapa berakad, antara ijab qabul harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun 

harga yang disepakati, tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi 

pada hal atau kejadian yang akan datang dan tidak membatasi waktu, misalnya: saya jual ini kepada 

anda untuk jangka waktu 12 bulan setelah itu jadi milik saya kembali (Rahman, 2021). Di samping itu, 

Dewan Syari’ah Nasional juga menyebutkan Ketentuan Umum Murābahah dalam lembaga keuangan dan 

Ketentuan Murābahah kepada Nasabah yang termuat dalam Fatwa No.04/DSNMUI/IV/2000 tentang 

Murābahah. 

 

Akuntansi Syariah  

Menurut Lathifah et al., (2022) akuntansi syariah merupakan sebuah sistem, konsep, dan teknik 

akuntansi yang digunakan untuk membantu entitas (perusahaan) dengan tujuan untuk menjaga agar 

dalam fungsi operasional sesuai dengan prinsip syariah, dapat melindungi dan menjaga pihak-pihak 

yang berkepentingan (stakeholders) baik internal maupun eksternal serta menjadikan entitas tersebut 

dapat mencapai tujuan yang hakiki baik dunia maupun akhirat.  

Yuni et al., (2023) mengemukakan bahwa akuntansi syariah (Islam) merupakan akuntansi yang 

dikembangkan bukan dari adopsi akuntansi konvensioanl, namun merupakan perkembangan filosofis 

terhadap prinsip dan norma-norma aturan hukum Islam yang diadopsi dalam teori dan teknis akuntansi. 

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa akuntansi syariah merupakan teknik pencatatan, 

penggolongan, pengikhtisaran dan menganalis data-data keuangan dalam sebuah perusahaan yang 

dilakukan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan ketentuan dan prinsip hukum Islam dalam 

pengambilan keputusan. 

 

Teknis Pencatatan Transaksi Murābahah  

Pencatatan transaksi pembiayaan murābahah pada perbankan syariah, dapat megacu pada 

ketentuan berikut:  

1. Pada saat negosiasi, bank syariah tidak melakukan pencatatan apapun seperti pengakuan uang 

muka karena mengingat negosiasi belum memiliki implikasi terhadap posisi keuangan bank syariah. 

Dalam praktik perbankan, terdapat tiga macam alternatif mekanisme pengakuan uang muka. Pertama 

dengan mendebet langsung uang muka yang disepakati tersebut, kedua memblokir rekening nasabah 

sebesar nilai yang disepakati dan ketiga uang muka tersebut dipegang dan dibayar langsung oleh 

nasabah kepada pemasok wakalah  ( Nurhayati & Wasilah, 2023). 

Alternatif mendebet langsung rekening nasabah sebesar uang muka yang disepakati yakni dengan 

mendebet rekening tabungan nasabah dan mengkredit uang muka yang diberikan oleh nasabah. Adapun 

alternatif jika rekening diblokir sebesar uang muka yang disepakati, maka pencatatannya dengan 

mendebet rekening nasabah dan mengkredit piutang murābahah yang diberikan oleh pihak perbankan 

syariah. Jika uang muka dipegang dan dibayarkan sendiri oleh nasabah kepada pemasok, maka 

pencatatannya dengan mendebet piutang wakalah dan mengkredit rekening nasabah. Sedangkan pada 

saat nasabah menyerahkan barang, pihak bank syariah dapat mendebet persediaan murābahah dan 

mengkredit piutang wakalah (Nurhayati & Wasilah, 2023).  

2. Pada saat pembelian barang pesanan dapat dilakukan dengan dua alternatif, yaitu (i) bank 

membeli barang sendiri yang dipesan dan (ii) mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang 

dipesan atas nama bank syariah. Pihak bank dapat melakukan pencatatan jika membeli barang secara 

tunai kepada pemasok dengan mendebet persediaan aset murābahah dan mengkredit kas/rekening 

pemasok. Selanjutnya pihak bank syariah juga dapat membeli barang pesanan kepada pemasok dengan 

menggunakan pembayaran secara kredit yakni mendebet persediaan aset murābahah dan mengkredit 

utang pada pemasok. Adapun pencatatan pada saat pelunasan utang pada pemasok yaitu dengan 

mendebet utang pada pemasok dan mengkredit kas/rekening pemasok ( Nurhayati & Wasilah, 2023).  

Adapun pada saat akad murābahah tidak jadi disepakati, maka pembeli dapat membatalkan 
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pembeliannya dan uang muka tersebut dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan biaya-

biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual berdasarkan PSAK No. 102 paragraf 30 (IAI, 2019). Pencatatan 

terhadap pengembalian uang muka tersebut dengan mendebet uang muka dan mengkredit pendapatan 

operasional serta kas (Nurhayati & Wasilah, 2023) 

3. Pada saat akad murābahah disepakati, pihak bank syariah menjual aset murābahah kepada 

nasabah. Berdasarkan PSAK No. 102 paragraf 22, piutang murābahah diakui sebesar perolehan aset 

murābahah ditambah keuntungan yang disepakati. Adapun pencatatannya yakni dengan mendebet 

piutang murābahah dan mengkredit persediaan aset murābahah serta margin murābahah yang 

ditangguhkan ( Nurhayati & Wasilah, 2023). 

4. Berdasarkan PSAK No. 102 paragraf 30, pada saat pencatatan uang muka sebagai bagian 

pelunasan piutang murābahah dilakukan sesuai dengan metode tertentu sebelum akad murābahah 

disepakati. Pencatatan uang muka terdiri dari beberapa alternatif seperti disebutkan sebelumnya. 

Adapun pencatatan uang muka dengan mendebit rekening nasabah, dan pengakuan uang muka sebagai 

bagian dari pelunasan piutang murābahah, yaitu dengan mendebet uang muka yang diberikan nasabah 

dan mengkredit piutang murābahah ( Nurhayati & Wasilah, 2023). 

5. Pada saat realisasi anggaran pembiayaan murābahah, piutang murābahah yang diberikan 

kepada nasabah diakui sebesar perolehan aset ditambah keuntungan yang disepakati berdasarkan PSAK 

No. 102 paragraf 22. Berikut pencatannya dengan mendebet piutang murābahah dan mengkredit 

persediaan aset murābahah serta margin murābahah yang ditangguhkan ( Nurhayati & Wasilah, 2023). 

6. Sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan, pada umumnya pihak bank membebankan 

beberapa jenis biaya kepada nasabah, maka pencatatannya adalah dengan mendebet rekening nasabah 

dan mengkredit biaya administrasi, biaya materai, biaya notaris dan biaya asuransi (Nurhayati & 

Wasilah, 2023). 

7. Variasi dalam pengakuan pendapatan margin terdiri dari tiga metode pengakuan keuntungan 

murābahah, yaitu pertama diakui pada saat penyerahan aset murābahah, kedua diakui proporsional 

dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murābahah, dan ketiga diakui pada saat seluruh 

piutang murābahah berhasil ditagih (IAI, 2019). 

Adapun pengakuan margin murābahah pada saat penyerahan aset, maka pencatatannya dengan 

mendebet piutang murābahah dan mengkredit persediaan aset murābahah serta pendapatan margin 

murābahah. Terkait dengan pencatatan pada saat pembayaran angsuran oleh nasabah, maka 

kas/rekening nasabah dapat didebet dan piutang murābahah dikredit. Selanjutnya pada saat 

pembayaran angsuran terakhir oleh nasabah, dapat dicatat dengan mendebet kas/rekening nasabah, 

margin murābahah yang ditangguhkan dan mengkredit piutang murābahah serta pendapatan margin 

murābahah ( Nurhayati & Wasilah, 2023). 

8. Pembayaran angsuran dilakukan pada waktu tanggal jatuh tempo. Pihak Bank syariah dapat 

melakukan pencatatan atas transaksi tersebut dengan mendebet kas/rekening nasabah, margin 

murābahah yang ditangguhkan dan mengkredit piutang murābahah serta pendapatan margin 

murābahah (Sri Nurhayati & Wasilah, 2023). 

9. Pada saat pembayaran angsuran, pihak bank belum menerima pembayaran angsuran dari 

nasabah. Pembayaran angsuran baru dilakukan setelah tanggal jatuh tempo. Karena nasabah 

memberikan alasan yang dapat diterima, bank memberikan toleransi keterlambatan dan tidak 

mengenakan denda. Pencatatan untuk transaksi tersebut adalah dengan mendebet piutang murābahah 

jatuh tempo, margin murābahah yang ditangguhkan, kas nasabah, pendapatan margin murābahah 

akrual (pendapatan bank yang belum diterima/piutang) dan mengkredit piutang murābahah, 

pendapatan margin murābahah akrual, piutang murābahah jatuh tempo dan pendapatan margin 

murābahah ( Nurhayati & Wasilah, 2023). 

Adapun untuk transaksi pembayaran angsuran dilakukan sebagian pada waktu tanggal jatuh 

tempo dan sebagian lagi pada tanggal setelah jatuh tempo tanpa dikenakan denda. Berikut pencatatan 

untuk transaksi tersebut yakni dengan mendebet piutang murābahah jatuh tempo, margin murābahah 

yang ditangguhkan dan mengkredit piutang murābahah, pendapatan margin murābahah, dan 

pendapatan margin murābahah-akrual. Misalkan pada tanggal 15 April, nasabah membayar kekurangan 

pembayaran angsuran. Pihak bank memaklumi keterlambatan pembayaran bulan April sehingga tidak 
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dikenakan denda. Pencatatan untuk pembayaran tersebut adalah dengan mendebet kas/rekening 

nasabah, pendapatan margin murābahah-akrual dan mengkredit piutang murābahah jatuh tempo dan 

pendapatan margin murābahah ( Nurhayati & Wasilah, 2023). 

10. Pada saat pembayaran angsuran yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan pengenaan 

denda keterlambatan dikarenakan nasabah memiliki kemampuan untuk membayar angsuran dan 

sengaja menunda pembayaran, maka pencatatannya dengan mendebet piutang murābahah jatuh tempo, 

margin murābahah yang ditangguhkan, kas/rekening nasabah, pendapatan margin murābahah-akrual, 

rekening nasabah dan mengkredit piutang murābahah, pendapatan margin murābahah-akrual, piutang 

murābahah jatuh tempo, pendapatan margin murābahah, dan rekening dana kebajikan. Dana kebajikan 

dapat diambil dari 10% dari total margin akrual (Nurhayati & Wasilah, 2023). 

11. Pada saat pembayaran angsuran untuk melunasi piutang lebih awal dari waktu yang telah 

ditentukan (pelunasan dini). Potongan yang diberikan terdiri dari dua alternatif, yakni potongan pada 

saat pelunasan dan potongan yang diberikan setelah pelunasan. Pencatatan untuk potongan diberikan 

pada saat pelunasan yaitu dengan mendebet kas/rekening nasabah, margin murābahah yang 

ditangguhkan, margin murābahah yang ditangguhkan dan mengkredit piutang murābahah dan 

pendapatan margin murābahah. Adapun pencatatan potongan diberikan setelah pelunasan, yaitu 

dengan mendebet kas/rekening nasabah, margin murābahah yang ditangguhkan, pendapatan margin 

murābahah dan mengkredit piutang murābahah, pendapatan margin murābahah, dan kas/rekening 

nasabah ( Nurhayati & Wasilah, 2023). 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui sistem pembiayaan murābahah 

dan kesesuaian perlakuan akuntansi yang dilaksanakan pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda 

Aceh menurut tinjauan akuntansi syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif 

dengan menggunakan data primer berupa wawancara dan sebaran kuesioner kepada AO (Account 

Officer) staf yang terlibat dalam pembiayaan murābahah, yang diperoleh langsung dari tempat 

penelitian, dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur lainnya. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study), metode yang umumnya dilakukan pada 

penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan data yang 

hanya sekali dikumpulkan pada suatu periode atau satu tahap tertentu (horizon waktu cross-sectional) 

(Basuki, 2016). 

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui dokumentasi, wawancara ataupun 

angket (kuesioner) dari Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh, dan dianalisis lebih lanjut untuk 

mendapatkan gambaran secara akurat, rinci sistematik dan menyeluruh terhadap segala hal yang 

berhubungan dengan pelaksanaan akuntansi pembiayaan murābahah pada Bank Syariah Indonesia 

Cabang Banda Aceh. 

 

Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu dengan 

cara mengidentifikasi perlakuan akuntansi pembiayaan murābahah pada Bank Syariah Indonesia 

Cabang Banda Aceh, kemudian melakukan analisis untuk menilai kesesuaiannya dengan 

membandingkan perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh lembaga Perbankan Syariah dengan 

pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 102 (ED. 2019) atau mengambil kesimpulan dari hasil 

data yang didapat dan menyesuaikan antara teori dengan praktik di lembaga Perbankan Syariah. Proses 

analisis data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, 

penyajian (display data) dan kesimpulan atau verifikasi.  

Setelah melakukan pengumpulan data, tahap pertama yang dilakukan adalah mereduksi data 

dengan cara menyimpulkan, memilih hal-hal yang penting, memfokuskan pada gagasan utama, mencari 

tema dan polanya serta membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Pada tahapan selanjutnya yaitu 

melakukan display (penyajian data) dengan melihat gambaran secara keseluruhan atau secara khusus 

dari bagian gambaran secara keseluruhan. Tahapan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan atau 

verifikasi. Pada tahap ini, data-data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian dijelaskan dan diambil 
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kesimpulan dengan mencari persamaan, perbedaan dan hubungan dari teori dan data yang didapatkan 

di lapangan (Sugiyono, 2018). 

 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN   
Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murābahah Pada Bank Syariah Indonesia  Berdasarkan PSAK 
No. 102 

Berkaitan dengan penyaluran pembiayaan murābahah, pihak Bank Syariah Indonesia 
memberikan pembiayaan, dalam bentuk modal kerja maupun inventasi. Penyaluran pembiayaan 
tersebut diberikan dalam bentuk dana cash yang disetorkan kerekening nasabah untuk keperluan 
pembelian barang (aset) nasabah. Dalam hal ini, pihak Bank memberikan kewenangan kepada nasabah 
untuk melakukan pembelian barang kepada pemasok (supplier) atas nama bank sendiri (Personal 
Interview, 2024). Berikut ini adalah pencatatan yang digunakan pihak Bank terkait dengan transaksi 
pembiayaan murābahah (Personal Interview, 2024): 
 
1. Pada saat negosiasi dengan nasabah pihak Bank tidak melakukan pencatatan terhadap uang 
muka, akan tetapi uang muka tersebut tetap diakui sebagai bagian pembelian barang (aset) sebesar 
jumlah yang diterima. Transaksi di atas telah sesuai dengan PSAK No. 102, karena pihak Bank mengakui 
uang muka sebagai bagian pelunasan akad murābahah sebagai mana yang termuat dalam PSAK No. 102. 
Namun pihak Bank tidak melakukan pencatatan karena uang muka tersebut dipegang dan dibayar 
langsung oleh pembeli kepada supplier.  
2. Tidak ada pencatatan pada saat pihak Bank melakukan pembelian aset, baik secara langsung 
maupun tunai atau secara angsuran kepada pemasok (supplier) karena pembelian barang telah 
diwakilkan kepada nasabah. Terkait dengan transaksi tersebut, perlakuan akuntansi pembelian aset 
murābahah pada Bank Syariah Indonesia belum sesuai dengan PSAK No. 102 karena pihak bank tidak 
dapat mengakui aset sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Dalam hal ini, pihak Bank seharusnya 
dapat melakukan pembelian barang secara langsung kepada pemasok dan melakukan pencatatan pada 
saat perolehan aset murābahah. 
3. Tidak ada pencatatan pada saat penjualan aset murābahah kepada nasabah, karena pembelian 
barang telah diwakilkan kepada nasabah. Berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak Bank, 
perlakuan akuntansi penjualan aset murābahah belum sesuai dengan karakteristik aset yang tercantum 
dalam PSAK No. 102 karena pihak Bank tidak memiliki aset untuk dijual kembali kepada nasabah. Aset 
seperti yang disebutkan dalam PSAK No. 102 pada kenyataannya tidak pernah diperoleh pihak Bank 
dari supplier yang kemudian dijual kembali nasabah. Seharusnya pihak Bank dapat melakukan 
pembelian langsung kepada supplier dan menjual kembali kepada nasabah sebagaimana yang telah 
diatur dalam PSAK No. 102 (IAI, 2019).  
4. Tidak ada pencatatan uang muka, namun tetap diakui sebagai bagian pelunasan murābahah, 
karena pembelian barang telah diwakilkan kepada nasabah. Berkaitan dengan transaksi tersebut, pihak 
Bank mengenakan uang muka kepada nasabah pembeli jika melakukan akad murābahah, namun pihak 
Bank tidak melakukan pencatatan terhadap uang muka tersebut karena pembelian barang diwakilkan 
kepada nasabah (pembeli). Dalam operasionalnya, uang muka tersebut dipegang dan dibayarkan oleh 
nasabah kepada supplier. Ketentuan terhadap uang muka diatur dalam PSAK 102 paragraf 30. Dalam 
hal ini, transaksi yang dilakukan oleh pihak Bank telah sesuai dengan PSAK No. 102. Adapun Pengakuan 
terhadap uang muka dapat dilakukan sesuai dengan metode tertentu sebelum akad murābahah 
disepakati (IAI, 2019). 
5. Pada saat pencairan atau realisasi pembiayaan murābahah, nasabah diberikan sejumlah dana 
untuk membeli keperluan barang atau aset yang diinginkan. Berikut pencatatan yang dilakukan pihak 
Bank terkait dengan transaksi tersebut yakni dengan mendebet piutang murābahah dan mengkredit 
rekening nasabah. Terkait dengan transaksi tersebut, pihak Bank telah melakukan pencatatan, namun 
belum sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 22, yakni piutang murābahah diakui sebesar biaya 
perolehan aset dan ditambah dengan keuntungan yang disepakati (IAI, 2019).  
6. Pada saat kontrak atau perjanjian murābahah adanya biaya yang terjadi sehubungan dengan 
akad yakni berkaitan dengan biaya administrasi, biaya materai, biaya notaris, dan biaya asuransi yang 
dibebankan oleh pihak Bank kepada nasabah. Terkait dengan biaya-biaya tersebut tidak dipotong dari 
dana pembiayaan melainkan dari dana yang disetor nasabah sebelum tanggal pencairan. Pencatatan 
yang dilakukan pihak Bank terkait dengan transaksi tersebut dengan mendebet rekening nasabah dan 
mengkredit biaya administrasi, biaya materai, biaya notaris dan biaya asuransi. Adapun mengenai biaya 
yang terjadi sehubungan dengan kontrak atau perjanjian murābahah seperti biaya materai, biaya 
administrasi, biaya perusahaan asuransi, dan biaya notaris tidak diatur dalam pernyataan standar 
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akuntansi keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi murābahah. 
7. Pihak Bank melakukan pencatatan pada saat pembayaran angsuran oleh nasabah pada waktu 
tanggal jatuh tempo yaitu dengan mendebet kas/rekening nasabah, margin murābahah yang 
ditangguhkan dan mengkredit piutang murābahah serta pendapatan margin murābahah. Berdasarkan 
transaksi tersebut terlihat bahwa, pihak Bank menerima pembayaran angsuran dari nasabah. Pihak 
bank menyatakan bahwa pengakuan pendapatan keuntungan murābahah secara riil dapat diakui pada 
saat piutang murābahah berhasil ditagih seluruhnya (IAI, 2019). Namun pihak Bank dalam pengakuan 
keuntungan murābahah masih menggunakan metode anuitas, padahal dalam PSAK No. 102 pengakuan 
keuntungan dari pembiyaan murābahah dapat diakui secara proporsional. Terkait dengan pengakuan 
keuntungan murābahah diatur dalam PSAK No. 102 paragraf (23).  
8. Pada saat pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pihak Bank tidak 
mengenakan denda, karena nasabah memberikan alasan yang dapat diterima, pihak bank mentolerir 
keterlambatan tersebut. Misalkan pembayaran bulan Maret tanggal 10 tahun 2024, hingga tanggal jatuh 
tempo, pihak Bank belum menerima pembayaran angsuran dari nasabah. Pembayaran angsuran baru 
dilakukan oleh nasabah pada tanggal 20 Maret 2024. Pihak BSI melakukan pencatatan atas transaksi 
tersebut dengan mendebet kas/rekening nasabah, margin murābahah yang ditangguhkan dan 
mengkredit piutang murābahah dan pendapatan margin murābahah. Berkaitan dengan transaksi 
tersebut, pihak Bank mencatat setiap pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan yang disetor 
nasabah setiap bulannya. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 23. Namun pada saat tanggal 
jatuh tempo, pihak Bank tidak melakukan pencatatan, akan tetapi dilakukan pada saat pembayaran 
angsuran oleh nasabah (pembeli).  
9. Pada saat pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah sebagian pada waktu tanggal 
jatuh tempo dan sebagian lagi setelah tanggal jatuh tempo. Sering kali nasabah baru dapat membayar 
sebagian dari jumlah angsuran yang harus dibayar. Pencatatan yang dilakukan oleh pihak Bank terkait 
dengan transaksi tersebut yaitu dengan mendebet rekening nasabah dan mengkredit dana sosial 
penalty, piutang murābahah dan pendapatan margin murābahah. Berdasarkan transaksi tersebut, pihak 
Bank tidak melakukan pencatatan pada saat tanggal jatuh tempo, namun dilakukan pada saat nasabah 
membayar angsuran setiap bulannya. Terkait dengan transaksi di atas, pihak Bank telah melakukan 
pencatatan pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan murābahah sesuai dengan PSAK No. 102 
paragraf 23 dan pengenaan denda sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 29 (IAI, 2019). Terkait dengan 
penundaan pembayaran oleh nasabah pada akad murābahah juga diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 
04/DSN-MUI/IV/2000.  
10. Pada saat pemberian potongan pelunasan piutang murābahah kepada nasabah yang diberikan 
oleh pihak Bank, dalam hal ini pihak bank menggunakan metode potongan pada saat pelunasan, dengan 
mengurangi piutang dan keuntungan murābahah, maka pencatatannya dengan mendebet kas/rekening 
nasabah dan mengkredit piutang murābahah (pokok saja dan margin di diskon). Terkait dengan 
transaksi tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 27 (a) karena pihak Bank memberikan 
potongan pada saat pelunasan (IAI, 2019). 
 
 
Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Murābahah  

Terkait dengan pengakuan dan pengukuran transaksi murābahah pihak Bank tidak dapat 
melakukan sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 102. Hal ini terlihat dari beberapa transaksi yang tidak 
dapat diakui seperti pada saat perolehan aset, karena aset tidak diperoleh dari pemasok (supplier) 
namun pembelian aset diwakilkan kepada nasabah. Sehingga pengukuran aset murābahah setelah 
perolehan tidak dilakukan, baik menyangkut pesanan mengikat atau murābahah pesanan tidak 
mengikat yang termuat dalam paragraf 18-19 (IAI, 2019).  

Terkait dengan diskon pembelian aset murābahah, pihak Bank tidak dapat mengakui sebagai 
pengurang biaya perolehan aset murābahah, liabilitas kepada pembeli, tambahan keuntungan 
murābahah dan pendapatan operasi lain yang termuat dalam paragraf 20 karena pembelian barang 
telah diwakilkan langsung kepada nasabah pembeli. Selanjutnya pada saat akad murābahah dibuat, 
pihak Bank mengakui piutang murābahah sebesar jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah 
ditambah keuntungan yang disepakati. Pada saat pengakuan keuntungan pihak Bank menggunakan 
metode anuitas bukan proporsional seperti yang tercantum dalam PSAK No. 102 paragraf 23-25 (IAI, 
2019).  

Berkaitan dengan potongan pelunasan piutang murābahah yang diberikan kepada pembeli 
yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati, pihak Bank mengakui 
sebagai pengurang keuntungan murābahah yang diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual 
mengurangi piutang murābahah dan keuntungan murābahah seperti yang termuat dalam paragraf 26-
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28.  Kemudian terkait dengan denda, akan dikenakan oleh pihak Bank jika pembeli lalai dalam 
melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima sebagai bagian dana kebajikan 
bukan pendapatan bank seperti yang termuat dalam paragraf 29 (IAI, 2019). Namun, jika nasabah 
melakukan pelunasan dapat mengajukan penghapusan denda (Personal Interview, 2024).  

Di samping itu, jika nasabah memberi uang muka untuk pembelian barang, maka uang muka 
tersebut diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima dan diakui sebagai 
pembayaran piutang (merupakan bagian pokok). Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka, uang muka 
dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual 
seperti yang tercantum dalam paragraf 30. Namun pihak Bank tidak melakukan pencatatan terhadap 
uang muka tersebut karena pembelian barang diwakilkan kepada nasabah pembeli. Dalam praktiknya, 
uang muka dipegang dan dibayarkan oleh nasabah kepada pemasok atau supplier (Personal Interview, 
2024). 
           
Penyajian Transaksi Murābahah  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan sebaran kuesioner 

penyajian transaksi murābahah pada Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan PSAK No. 102 (ED. 

2019), namun dalam penyajian transaksi laporan keuangan terkait dengan persediaan aset murābahah, 

akun ini tidak pernah disajikan, karena persediaan aset tidak pernah ada di perbankan syariah. Dalam 

praktiknya persediaan tersebut memiliki saldo nol, sehingga langsung dikreditkan dengan jumlah yang 

sama pada saat megakui penyerahan aset murābahah kepada nasabah (Nurhayati & Wasilah, 2023).  

 

Pengungkapan Transaksi Murābahah  

Berdasarkan pengungkapan yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia penjual (pihak bank) 

tidak mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murābahah, seperti: (a) harga perolehan 

aset murābahah dan (b) janji pemesanan dalam murābahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban 

atau bukan.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan, hasil penelitian dan data yang telah dikumpulkan tentang perlakuan 

akuntansi pembiayaan murābahah yang diterapkan pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh, 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa transaksi yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia 

belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murābahah. Hal ini dapat dilihat 

berkaitan dengan karakteristik akad murābahah yang termuat dalam PASK 102 (ED. 2019) yang 

menyatakan bahwa murābahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya 

perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan 

barang tersebut kepada pembeli.  

Pada kenyataannya pihak Bank tidak melakukan akad jual beli sepeti yang disebutkan di atas. 

Namun pihak bank meminjamkan kas untuk keperluan nasabah, kemudian nasabah berkewajiban 

mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada pihak bank beserta margin yang telah disepakati. 

Dalam hal lain, disebutkan bahwa aset murābahah merupakan aset yang diperoleh dengan tujuan untuk 

dijual kembali dengan menggunakan akad murābahah. Aset seperti yang disebutkan dalam PSAK No. 

102 pada kenyataannya tidak pernah diperoleh pihak Bank dari pemasok atau supplier yang kemudian 

dijual kembali kepada nasabah. Selain itu, beberapa transaksi juga tidak dapat dicatat oleh pihak Bank 

terkait dengan pembelian barang pesanan kepada pemasok, diskon yang terkait dengan pembelian 

barang, penjualan aset murābahah kepada nasabah, karena pihak Bank mewakilkan pembelian barang 

kepada nasabah. Disamping itu, pihak Bank dalam pengakuan keuntungan murābahah masih 

menggunakan metode anuitas, padahal dalam PSAK No. 102 pengakuan keuntungan dari pembiayaan 

murābahah dapat diakui secara proporsional. Selanjutnya dalam hal penyajian transaksi laporan 

keuangan terkait dengan persediaan aset murābahah pada Bank Syariah Indonesia, rekening ini tidak 

pernah disajikan, karena persediaan aset tidak pernah ada dan dalam praktiknya persediaan tersebut 

selalu memiliki saldo nol, pihak bank langsung mengkreditnya dengan jumlah yang sama untuk 

pengakuan penyerahan aset murābahah kepada nasabah atau pembeli. 
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Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan kepada pihak Bank untuk 

menerapkan sepenuhnya PSAK No. 102 tentang Akuntansi murābahah sebagai acuan dalam perlakuan 

akuntansinya dan selalu mengupdate revisi yang dilakukan oleh IAI serta mengacu pada Fatwa DSN-

MUI yang menjadi payung dan pedoman hukum bagi perbankan syariah dalam menjalankan akad 

murābahah. Bagi akuntan internal yang ada di Bank Syariah Indonesia dapat memahami dengan baik 

PSAK No. 102 tentang akuntansi murābahah, sehingga dapat memeriksa dan menilai kesesuaian 

perlakuan akuntansi murābahah dengan ketentuan yang berlaku. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, diharapkan 

dapat memberikan kewenangan kepada lembaga perbankan syariah untuk dapat menyediakan aset dan 

persediaan dalam melakukan transaksi pembiayaan murābahah, sehingga sesuai dengan Fatwa DSN-

MUI dan PSAK No. 102.  

Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada pihak 

perbankan syariah di Provinsi Aceh khususnya pihak Bank Syariah Indonesia mengenai perlakuan 

akuntansi murābahah. Kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan terhadap pembiayaan murābahah 

yang diberikan kepada calon nasabah sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan PSAK No. 102 dan 

prinsip syariah. Untuk dapat memberikan sumbangan pikiran dan ilmu pengetahuan, kajian ini 

diharapkan dapat menambah referensi (rujukan) dan menambah jumlah studi bagi peneliti selanjutnya 

untuk terus mengembangkan penelitian ini agar dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman 

tentang khazanah keuangan Islam khususnya dalam bidang akuntansi syariah. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menyadari bahwa kualitas penelitian 

dipengaruhi oleh keterbatasan, sehingga perlu adanya perbaikan pada penelitian selanjutnya. Beberapa 

keterbatasan dalam penelitian ini yaitu, terbatasnya akses pengumpulan data mengenai transaksi 

pembiayaan murābahah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh. Dalam hal lain, penelitian ini 

hanya dilakukan berdasarkan case study karena keterbatasan waktu pada saat melakukan penelitian. Di 

samping itu, data-data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada informan yang bekerja 

dalam organisasi atau instansi yang bersangkutan. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus, oleh karena itu hasil yang diperoleh tidak dapat digeneralisir 

pada kasus dan metode yang sama dengan obyek yang berbeda. 
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